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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25/PMK.02/2013 
TENTANG 

TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN            
UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM TABUNGAN HARI TUA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH                                                   
PT TASPEN (PERSERO) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan program tabungan hari tua 
pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh PT Taspen 
(Persero) dapat dan telah menimbulkan unfunded past 
service liability; 

  b. bahwa unfunded past service liability sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu dihitung dan dapat 
diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah; 

  c. bahwa unfunded past service liability yang diakui oleh 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
perlu dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja negara untuk pembayarannya; 

  d. bahwa dalam rangka perhitungan, pengakuan, dan 
pembayaran unfunded past service liability sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Menteri 
Keuangan selaku pengelola fiskal, sesuai Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
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Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur 
mengenai tata cara perhitungan, pengakuan, dan 
pembayaran unfunded past service liability;     

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran
Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari 
Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan oleh PT 
Taspen (Persero); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang 
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang 
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan 
dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 38); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2011
tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara 
Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil; 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011 
tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN
UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 
DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO). 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil adalah program 

tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi 
Sosial Pegawai Negeri Sipil. 

2. Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Unfunded PSL adalah kewajiban 
masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil 
yang belum terpenuhi. 

3. Aktuaris Independen adalah perusahaan konsultan aktuaria yang 
memberikan jasa konsultasi aktuaria kepada perusahaan asuransi 
dan/atau dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan 
suatu program asuransi dan/atau program pensiun yang telah 
terdaftar atau memiliki izin dari Menteri Keuangan. 

Pasal 2 

Unfunded PSL yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah Unfunded 
PSL yang terjadi akibat kondisi sebagai berikut: 

a. perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai 
Negeri Sipil;  

b. kenaikan tabel gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar 
pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri 
Sipil; dan/atau 

c. penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan 
tanggal pengangkatan. 

Pasal 3 

(1) Jika terjadi Unfunded PSL akibat kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, aktuaris PT Taspen (Persero) menghitung Unfunded 
PSL. 

(2) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta PT Taspen 
(Persero) menunjuk Aktuaris Independen untuk menghitung Unfunded 
PSL.  
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